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Abstrak. Jumlah penduduk dan berkembangnya pembangunan di pusat kota 

Semarang mengalami kendala dengan adanya keterbatasan lahan dan penurunan 

kualitas lingkungan. Dengan kondisi demikian, kota Semarang telah melakukan 

pengembangan kota kearah pinggiran dalam melaksanakan pembangunan. Sebagai 

salah satu contoh adalah Pembangunan kampus Universitas Negeri Semarang 

(UNNES) di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sebagai wujud pembangunan 

pendidikan yang dikembangkan kearah pinggiran merupakan embrio kutub 

pertumbuhan yang menyebabkan multiplier effect terhadap kawasan sekitarnya. 

Salah satu dampak atas pembangunan dikawasan tersebut adalah terjadinya 

perubahan tata guna lahan yang semula sebagai lahan terbuka menjadi lahan 

terbangun, sehingga berpengaruh terhadap daya dukung lahan kawasan tersebut. 

Dalam kegiatan pengabdian ini, metode yang digunakan adalah dengan model 

penyuluhan dan dialog interaktif sehingga selain memberikan informasi tentang 

pemahaman sosialisasi perda kota semarang no. 14 Tahun 2011 tentang RDTRK 

semarang (Upaya Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Fungsinya Sebagai 

Daerah Resapan Air Di Wilayah Kecamatan Gunungpati), masyarakat juga ikut 

aktif dalam dialog agar tidak merasa bosan sehingga terjalinnya komunikasi 

yang baik. Berdasarkan pengamatan selama melakukan pengabdian tim melihat 

keseriusan dan antusias peserta dalam mengikuti penjelasan mengenai sosialisasi 

perda kota semarang no. 14 Tahun 2011 tentang rdtrk semarang (Upaya Penyediaan 

Ruang Terbuka Hijau Dalam Fungsinya Sebagai Daerah Resapan Air Di Wilayah 

Kecamatan Gunungpati) . Peserta juga aktif dalam menanggapi dan merespon 

penjelasan pemateri. Tim pengabdian memberikan saran agar kegiatan sosialisasi 

mengenai SOSIALISASI PERDA KOTA SEMARANG NO. 14 TAHUN 2011 

TENTANG RDTRK SEMARANG (Upaya Penyediaan Ruang Terbuka Hijau 

Dalam Fungsinya Sebagai Daerah Resapan Air Di Wilayah Kecamatan Gunungpati) 

dilaksanakan secara terus menerus dan konsisten serta melibatkan stake holders 

yang terkait.

Kata Kunci : perda kota semarang no. 14 Tahun 2011, Ruang Terbuka Hijau
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PENDAHULUAN

Jumlah penduduk dan berkembangnya pem-
bangunan di pusat kota Semarang mengalami 
kendala dengan adanya keterbatasan lahan 
dan penurunan kualitas lingkungan. Deng-
an kondisi demikian, kota Semarang telah 
melakukan pengembangan kota kearah ping-
giran dalam melaksanakan pembangunan. 
Sebagai salah satu contoh adalah Pemba-
ngunan kampus Universitas Negeri Sema-
rang (UNNES) di Kecamatan Gunungpati 
Kota Semarang sebagai wujud pembangunan 
pendidikan yang dikembangkan kearah ping-
giran merupakan embrio kutub pertumbuhan 
yang menyebabkan multiplier effect terha-
dap kawasan sekitarnya. Salah satu dampak 
atas pembangunan dikawasan tersebut adalah 
terjadinya perubahan tata guna lahan yang 
semula sebagai lahan terbuka menjadi lahan 
terbangun, sehingga berpengaruh terhadap 
daya dukung lahan kawasan tersebut.

.RQGLVL� JHRJUD¿V� .HFDPDWDQ� *XQXQJ-
pati dengan ketinggian dari permukaan air 
laut 259 m dan sebagian besar berfungsi se-
bagai lahan konservasi memiliki batas-batas 
wilayah :Sebelah Barat : Kecamatan Mijen 
dan Kabupaten Kendal, Sebelah Utara : Ke-
camatan Ngaliyan dan Gajah Mungkur. Se-
belah Timur : Kecamatan Banyumanik dan 
Kabupaten Semarang, Sebelah Selatan : Ka-
bupaten Semarang.

Kecamatan Gunungpati merupakan 
daerah perbukitan, dengan ketinggian + 300 
meter dari permukaan air laut. Kecamatan 
Gunungpati merupakan daerah pengembang-
an Kota Semarang. Gambaran umum secara 
Administratif Kecamatan Gunungpati terbagi 
menjadi 16 Kelurahan dengan luas wilayah 
5.399.085 Ha. Dan jumlah penduduknya 
mencapai 69.473 jiwa / 18.349 KK yang ter-
himpun dari 89 RW dan 418 RT ( data sampai 
dengan akhir mei 2010 ).

Wilayah kecamatan Gunungpati yang di-
tunjuk oleh Perda No. 13 Tahun 2004 Tentang 
Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), 
Kota Semarang Bagian Wilayah Kota VIII 
(Kecamatan Gunungpati) Tahun 2000-2010 
akan diadakan pembangunan, undang-un-
dang tersebut di cabut dan sudah di ubah den-

gan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 
14 Tahun 2011tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kota Semarang Tahun 2011.

Salah satu perwujudan pembangunan 
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan 
pada tiap pemerintah daerah adalah dengan 
membuat peraturan daerah yang berlandas-
kan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945 serta Undang-Undang No. 32 Tahun 
2009 Tentang Perlindungan dan Pengelo-
laan Lingkungan Hidup. Begitu pula di Kota 
Semarang, Pemerintah Daerah membuat Per-
aturan Daerah demi menunjang dan memberi-
kan kepastian hukum dalam pembangunan 
berkelanjutan. Diantaranya adalah Peraturan 
Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 
2011tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kota Semarang Tahun 2011. Rencana Detail 
Tata Ruang Kota adalah rencana pemanfaatan 
ruang kota secara terinci, yang selanjutnya 
disusun untuk menyiapkan perwujudan ruang 
dalam rangka pelaksanaan program-program 
pembangunan kota. BWK (Bagian Wilayah 
Kota) adalah satu kesatuan wilayah-wilayah 
dari kota yang bersangkutan, terbentuk secara 
fungsional dan/atau administrasi dalam rang-
ka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas 
umum kota.

Perubahan fungsi ruang tersebut tidak 
hanya mempunyai makna penting bagi ruang 
itu sendiri tetapi juga terdapat muatan-muat-
an hukum, khususnya menyangkut hak-hak 
masyarakat seperti ganti rugi. Ada kecende-
rungan penyusunan RUTRK terlalu bersifat 
ÀHNVLEHO� VHKLQJJD� RSWLPDOLVDVL� SHPDQIDDWDQ�
ruang tidak terlihat.( Beberapa masalah hu-
kum dalam rencana umum tata ruang kota 
(RUTRK) Kotamadya Bengkulu, Herawan, 
S, Jurnal penelitian hukum, Fakultas Hu-
kum Universitas Bengkulu, 1999, Vol. 5, 
No. 8, Hal. 17-24.) Beberapa daerah di ke-
camatan Gunungpati merupakan daerah re-
sapan air. Kawasan resapan merupakan suatu 
ruang yang potensial dalam rneresapkan air 
ke dalam tanah, sehingga dapat menambah 
cadangan air tanah. Hasil penelitian menun-
jukkan bahwa areal resapan di Kota Sema-
rang masih potensial dikembangkan berupa 
areal resapan hijau 52,41% dan areal resapan 
biru sebesar 4,74%. Luas areal resapan hijau 
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tersebut yang efektif nieresapkan air hanya 
17,31% berupa hutan dan kebun campuran 
sedangkan 35,17% berupa sawah dan tegalan.
( Dewi Liesnoor Setyowati, Potensi Pengem-
bangan Kawasan Resapan Di Kota Semarang, 
0DMDODK�*HRJUD¿�,QGRQHVLD�������;;�����

Ditetapkannya Peraturan Daerah Kota 
Semarang Nomor 14 Tahun 2011tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sema-
rang Tahun 2011 memiliki tujuan untuk me-
ningkatkan peranan kota dalam pelayanan 
yang lebih luas agar mampu berfungsi seba-
gai pusat pembangunan dalam suatu sistem 
pengembangan wilayah, memberikan ke-
jelasan pemanfaatan ruang yang lebih akurat 
dan berkualitas, mempercepat pembangunan 
secara lebih tertib dan terkendali. Selain itu 
MXJD�GLEXWXKNDQ�.ODVL¿NDVL�SHUXEDKDQ�SHUXQ-
tukan lahan dalam Rencana Detail Tata Ru-
ang Kota (RDTRK).( Geoid : Jurnal geodesi, 
surveying, GPS, GIS, penginderaan jauh, hi-
GURJUD¿��SHUWDQDKDQ�,QVWLWXW�7HNQRORJL�6HSX-
luh Nopember. Program Studi Teknik Geo-
matika, 2011, Vol 6, No. 2, hal 195-202). 

METODE

Khalayak sasaran strategis dalam peng-
abdian ini adalah Aparat Kecamatan Gu-
nungpati dan warga masyarakat di sekitar 
Kecamatan Gunungpati. Dipilihnya lokasi 
tersebut sebagai tempat sosialisasi karena 
pertimbangan bahwa Gunungpati merupakan 
daerah resapan air yang semakin hari lahan-
nya semakin menyusut karena banyaknya 
bangunan permanen yang berdiri. Dalam ke-
giatan pengabdian ini, mempunyai keterkait-
an dengan pihak-pihak tertentu : (1) Apara-
tur Kecamatan Gunungpati, (2) Kelurahan di 
Wilayah Kecamatan Gunungpati, (3) Warga 
di Wilayah Kecamatan Gunungpati.

Dalam kegiatan pengabdian ini, metode 
yang digunakan adalah dengan model pe-
nyuluhan dan dialog interaktif sehingga se-
lain memberikan informasi tentang Peraturan 
Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 
2011tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kota Semarang Tahun 2011, Aparat dan war-
ga juga ikut aktif dalam dialog agar terjalin-
nya komunikasi yang baik sehingga target 

dan luaran dari pengabdian tercapai. 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyara-
kat ini dilaksanakan secara bertahap, meli-
puti yaitu : (1) Ketua Pelaksana mengunjungi 
Lokasi pengabdian pada tanggal 27 Juli 2013 
untuk melakukan perizinan dan memaparkan 
tentang bentuk kegiatan yaitu penyuluhan 
mengenai tentang Peraturan Daerah Kota 
Semarang Nomor 14 Tahun 2011tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang 
Tahun 2011, (2) Tim Pelaksana pada tanggal 
1 September 2013 memberikan pemaparan 
tentang materi-materi tentang Peraturan 
Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 
2011tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kota Semarang Tahun 2011, (3) Tim Pelak-
sana mengadakan kunjungan terakhir untuk 
evaluasi pada tanggal 8 September 2013. 
Mengukur hasil so-sialisasi dengan mem-
bagikan angket, setelah pemaparan tentang 
materi-materi dalam kegiatan sosialisasi 
dilaksanakan yang berisi pertanyaan untuk 
mengukur sejauh mana pemahaman mengen 
tentang Peraturan Daerah Kota Semarang 
Nomor 14 Tahun 2011tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011.

Urgensi Instrumen Hukum Mengenai 
Persyaratan Penataan Norma 
Lingkungan Hidup

Dalam Peraturan Daerah Kota Semarang 
Nomor 14 Tahun 2011tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011, 
menyatakan bahwa Peraturan Daerah ini ber-
tujuan untuk: (1) Meningkatkan peranan kota 
dalam pelayanan yang lebih luas agar mampu 
berfungsi sebagai pusat pembangunan dalam 
suatu sistem pengembangan wilayah; (2) 
Memberikan kejelasan pemanfaatan ruang 
yang lebih akurat dan berkualitas; (3) Mem-
percepat pembangunan secara lebih tertib dan 
terkendali; (4) Terselenggaranya peraturan 
pemanfaatan ruang kawasan lindung dan 
kawasan budidaya; (5) Tercapainya peman-
faatan ruang yang lebih akurat dan berkualitas 
untuk: (a) Mewujudkan keterpaduan peman-
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faatan sumber daya alam dan sumber daya 
buatan dengan memperhatikan sumber daya 
manusia. (b) Meningkatkan pemanfaatan 
sumber daya alam dan sumber daya alam 
buatan secara berdaya guna dan tepat guna 
untuk meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia; (c) Mewujudkan kehidupan bang-
sa yang cerdas, berbudi luhur dan sejahtera; 
(d) Mewujudkan perlindungan fungsi ruang 
dan mencegah serta menanggulangi dampak 
negatif terhadap lingkungan; (e) Mewujud-
kan keseimbangan kepentingan kesejahteraan 
dan keamanan.

Peraturan perundang-undang yang 
berkaitan dengan pemanfaatan ruang be-
lum menampung tuntutan perkembangan 
pembangunan, sehingga perlu ditetapkan 
undang-undang tentang penataan ruang. Ru-
ang wilayah Negara Kesatuan Republik In-
donesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha 
Esa kepada Bangsa Indonesia dengan letak 
kedudukan dan strategis sebagai negera kepu-
lauan dengan keaneka ragaman ekosistemnya 
merupakan sumber daya alam yang perlu di-
syukuri, dilindungi dan dikelola untuk mewu-
judkan tujuan pembangunan nasional sebagai 
pengamalan Pancasila.Pengelolaan sumber 
daya alam yang beraneka ragam di daratan, 
di lautan dan di udara perlu dilakukan secara 
terkoordinasi dan terpadu dengan sumber 
daya manusia dan sumber daya buatan dalam 
pola pembangunan yang berkelanjutan deng-
an mengembangkan tata ruang dalam suatu 
kesatuan tata lingkungan yang dinamis serta 
tetap memlihara kelestarian kemampuan ling-
kungan hidup sesuai dengan pembengunan 
berwawasan lingkungan, yang berlandaskan 
Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasi-
onal.

Pembangunan yang memanfaatkan se-
cara terus menerus sumber daya alam guna 
meningkatkan kesejahteraan dan mutu hi-
dup rakyat. Sementara itu, sumber daya alam 
ketersediaannya terbatas dan tidak merata, 
baik jumlah maupun kualitas, sedangkan per-
mintaan akan sumber daya alam semakin me-
ningkat. Kegiatan pembangunan yang makin 
meningkat mengandung resiko pencemaran 
dan perusakan lingkungan hidup sehingga 
struktur dan fungsi dasar ekosistem yang 

menjadi penunjang kehidupan dapat rusak.
Terpeliharanya keberlanjutan fungsi 

lingkungan hidup merupakan kepentingan 
rakyat sehingga menuntut tanggung jawab, 
keterbukaan, dan peran anggota masyarakat, 
untuk memelihara dan meningkatkan daya 
dukung dan daya tampung lingkungan hidup 
yang menjadi tumpuan keberlanjutan pem-
bangunan. Pembangunan yang memadukan 
lingkungan hidup, termasuk sumber daya 
alam, menjadi sarana untuk mencapai keber-
lanjutan pembangunan dan menjadi jaminan 
bagi kesejahteraan dan mutu hidup generasi 
masa kini dan generasi masa depan.

Makin meningkatnya upaya pembangu-
nan menyebabkan makin meningkatnya dam-
pak terhadap lingkungan hidup. Keadaan ini 
mendorong makin diperlukannya upaya pe-
ngendalian dampak lingkungan sehingga re-
siko terhadap lingkungan hidup dapat ditekan 
sekecil mungkin. Upaya pengendalian dam-
pak lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan 
dari tindakan pengawasan agar ditaatinya 
ketentuan peraturan perundang-undangan di 
bidang lingkungan hidup.

Pengembangan sistem pengelolaan ling-
kungan hidup sebagai bagian pembangunan 
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan 
hidup harus diberi dasar hukum yang jelas, 
tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepas-
tian hukum bagi upaya pengelolaan lingkung-
an hidup. Dasar hukum itu dilandasi oleh asas 
hukum lingkungan hidup dan penataan setiap 
orang akan norma hukum lingkungan hidup 
yang sepenuhnya berlandaskan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945.

Pelestarian Lingkungan Hidup

Pelestarian fungsi lingkungan hidup 
adalah rangkaian upaya untuk memelihara 
kelangsungan daya dukung dan daya tam-
pung lingkungan hidup. Daya dukung ling-
kungan hidup adalah kemampuan lingkung-
an hidup untuk mendukung perikehidupan 
manusia dan makhluk hidup lain. Pelestarian 
daya dukung lingkungan hidup adalah rang-
kaian upaya untuk melindungi kemampuan 
lingkungan hidup terhadap tekanan perubah-
an dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan 
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oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu men-
dukung perikehidupan manusia dan makhluk 
hidup lain. Daya tampung lingkungan hidup 
adalah kemampuan lingkungan hidup untuk 
menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain 
yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. 
Pelestarian daya tampung lingkungan hidup 
adalah rangkaian upaya untuk melindungi ke-
mampuan lingkungan hidup untuk menyerap 
zat, energi, dan/atau komponen lain yang 
dibuang ke dalamnya.

Manfaat Audit Lingkungan

Pada awal perkembangannya, wacana 
tentang audit lingkungan mengalami perde-
batan yang cukup panjang antara pihak yang 
berpikiran bahwa audit lingkungan hanya se-
bagai management tool yang lemah segi pen-
egakannya, maupun pihak yang berpendapat 
bahwa audit lingkungan bisa digunakan seb-
agai enforcement tool agar rekomendasi yang 
ada dalam RKL dan RPL dapat dilaksanakan.

Sehingga dapat dipahami bahwa para 
praktisi dan pembuat studi AMDAL (Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan) banyak yang 
pesimis akan kegunaan Audit Lingkungan 
karena masalah utamanya adalah bagaimana 
rekomendasi-rekomendasi AMDAL dapat 
diterapkan, sehingga yang diperlukan adalah 
pengawasan (surveilance) dan penegakan 
(enforcement) agar hasil studi AMDAL dapat 
dijalankan oleh pemrakarsa. Jika masalah 
penegakan tidak dapat diselesaikan, maka 
Audit Lingkungan dipandang hanya sebagai 
tambahan pekerjaan dan biaya tanpa kejelas-
an makna perlindungan lingkungan lagi.

Nampaknya pemerintah lebih suka un-
tuk melepaskan perdebatan tentang Audit 
Lingkungan. Keluarnya Keputusan Menteri 
Negara Lingkungan Hidup No. 42 Tahun 
1994 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 
Audit Lingkungan telah menegaskan si-
kap pemerintah dan mengakhiri perdebatan 
apakah audit lingkungan bersifat sukarela 
atau kewajiban. Surat Keputusan tersebut 
jelas menyebutkan bahwa Audit Lingkungan 
adalah sukarela dan dengan ruang lingkup 
\DQJ� ÀHNVLEHO�� -HODV�� KDO� LQL� VDQJDW�PHPHU-
lukan ‘niat baik’ dari sang pemrakarsa audit 

lingkungan untuk mau terbuka atas aktivitas 
mereka. Tetapi untuk ketidakpatuhan penang-
gung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap 
peraturan perundang-undangan maka Men-
teri mempunyai hak untuk mewajibkan audit 
lingkungan terhadap usaha/kegiatan tersebut 
(KepMENLH 30/2001). Menyimak kasus 
PT. IIU maupun PT. Lapindo Brantas, apakah 
kita semua tahu tentang langkah tindaklanjut 
maupun penyebab dari kejadian tersebut yang 
sebenarnya atau parahnya lagi apakah mere-
ka sudah melakukan audit lingkungan? Kita 
hanya mendengarkan informasi dari media, 
padahal dampak yang ditimbulkan sangatlah 
besar bukan semata hanya dari sisi lingkung-
an, tetapi sudah mengarah ke sosial. Jikalau 
sudah begini, maka apa yang disinyalir para 
praktisi AMDAL akan mendekati kenyataan; 
bahwa audit lingkungan menjadi tidak ber-
makna. 

Teori Prinsip tanggung jawab terhadap 
lingkungan

Manusia sebagai unsur lingkungan hid-
up dan subjek lingkungan hidup tidak dapat 
lepas dari lingkungan hidup. Perilaku ma-
nusialah yang menentukan lestari atau ru-
saknya lingkungan. Perilaku manusia yang 
bertanggung jawab sangat diperlukan dalam 
pengelolaan dan menjaga keberlangsungan 
lingkungan hidup untuk generasi mendatang. 
Prinsip tanggung jawab terhadap lingkungan 
yang berdasar pada teori ekologisentrisme 
serta hak alam dan dilatarbelakangi oleh kri-
sis ekologi yang bersumber pada cara pan-
dang dan perilaku antopologi meliputi : (1) 
Sikap Hormat terhadap Alam (Respect for 
Nature) (2) Prinsip Tanggung jawab (Moral 
Responsibility for nature) (3) Solidaritas 
Kosmis (Cosmic Solidarity) (4) Prinsip Kasih 
Sayang dan kepedulian terhadap Alam (Car-
ing for Nature) (5) Prinsip ’No harm’(6) Prin-
sip hidup sederhana dan selaras dengan alam

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Untuk keberlanjutan program pengabdi 
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merencanakan akan melakukan pengabdian 
kepada masyarakat secara berkelanjutan kare-
na tuntutan dari pihak Kelurahan Kalisegoro. 

Saran

Diharapkan sasaran pengabdian bukan 
hanya satu desa saja tetapi semua kelurahan 
dengan perwakilan dari masing-masing ke-
lurahan yang ada di Kecamatan Gunungpati 
karena materi pengabdian sangat tepat se-
bagai upaya menjaga Gunungpati sebagai 
daerah resapan air.
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